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l. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan untuk menunjang
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu
mengembangkan wilayah Kabupaten Sorong sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki potensi dan keunggulan
secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi antara lain lokasi yang diusulkan terletak di
Selat Sele yang mempunyai potensi di sektor perikanan dan perhubungan
laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri
logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis
pariwisata bahari, pertanian, serta pertambangan. Keunggulan
geostrategis dari wilayah Kabupaten Sorong yaitu berada pada jalur
lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

Wilayah Kabupaten Sorong merupakan wilayah otonomi khusus
sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Wilayah Papua sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
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Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Untuk itu,
diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua
Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sorong serta dunia usaha dan
masyarakat sekitar untuk membangun dan mengembangkan Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong. Dengan demikian Kawasan Ekonomi Khusus
Sorong diharapkan sebagai penggerak dari salah satu pusat pertumbuhan
baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah
Kabupaten Sorong sebagai pengusul mengajukan pembentukan Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi
Khusus Sorong telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan
pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong oleh
Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, telah mendapat
persetujuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan telah mengajukan
kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui
usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan mengajukan
rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan

Ekonomi Khusus.


http://www.peraturan.go.id

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
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